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I. Pasal 18 arat (6) Undang-Undang Dasar Negam Repubhk
lndonesia Tallun 1945;

2, Unctang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pembenrukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26.
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomOI'
4188);

a. bahwa ""Yap warga negara berhak untuk memperoleh
Iingkungan ltidup yang baik dan seha, , pengakuan hak atas
lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi senep
warga Negara, karenenya menjadi ke"'lIJiban bag! Pemerintah
Daerah untuk menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan
air Iimbah domesuk;

b. bah w" air limbah domestik yang dibuang ke media
lingkungan hidup di Daerah semakin meningkat dan
berporensi menlmbulkan pencernaran Iingkungan yang dapat
menurunkan dersjat kesehatan dan '1)l'oduktivitas manusia
sehingga perlu dikelola secara sistematls, terencana dan
konsuuktif:

c. bahwa berdasarkan kerenruan Pasal 5 huruf b Peraturan
Menteli ~kelJaan Umum dan ~rumallan Rakyal Nomor
04/PRT/M/2017 tentang !'enyelenggaraan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Dornestik, rnengatur bahwa Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik dapat diselenggarakan oleh
Pernerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud
dalam huruf B. Ituruf b dan huruf c, perlu menetapkan
~rAlUran Daeran tentang Penyelenggaraan Sisrem
!'eng.loIBan AIr Limbah Domestik;

\VALl KOTA BIMA,

DENOAN RAIIMATTUHAN YANG MAHA ESA

Mengmpl

PENYELENGGARMN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

TENTANG

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR ;1. TAHUN 2022

WALIKOTA BtMA
PROVINSI NUSA 1'ENGGARA BARAT



3. tlndang-Undeng NomoT 32 Tahun 2009 lenl~llgPeriindungan
dan Pengclolaan Ungkungan Hidup (Lembaran !'Iegam
Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Nogara Republil< tndonesra Nomor 5059)
sebagaimana lelah diubab dengan Undang-Undang Nomor II
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
tndoncsla Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Repu bilk Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerinlahan Doerab [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2014 Nomor 24-1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimnna telah beberapa
kali d'ubah terakhir dengan Und8ng·Undang Nomor I I
Tabun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negam Republik
Indonesia Tabun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran
Negara Rcpubhk Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20J9 Nomor
190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI'
6405) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang
Nomor I I Tahun 2020 ten tang Cipta Kcljo (Lembaran Negam
Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peratumn Pemerintab Nomor 122 Tabun 2015 rentang
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembamn Negara Republik
indonesia Tabun 2015 Nomor 345. Tambaban Lembaran
Negare Republik Indonesia Nomor 5802);

7. Peraturan Pemerintab Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal [Lembaran Negam Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlind ungan dan Pengclolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Nogara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 32. Tambaban Lembaran Negam Republik Indonesia
Nomor 6634),

9. Pennuran Presiden Nomor 185 'rahun 2014 tenrang
Percepatan Penyediaan Air Minum dan SnnJtasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengllh Nasional 2018·2024
[Lernbamn Negara Republik lndonesla Tahun 2020 Nomor ]0)

II. Peraruran Menleri Lingkungan Hldup dan Kehutanan
Nomor P.68/MenJhk/Seljen/Kum.l/8/20 16 tentang Bal<u
Mutu Air Umbab Domestik (Berita Ncga"Q Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1323);

12. Peraturan Menteri Pekeljaan Umum dnn Perumahan Rakyat
Nomor 04/PRT/M/2017 ten tang Penyetenggaraan Sistem
Pengelolaan Air Umbab Domesuk (Berito Negam Republik
Indonesia Tabun 2017 Nomor 456);

13. Peraturan Menteri PekeJjaan Umum dan Perumaban Rakyat
Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Telmis Standar
Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum clan Perumahan Rakyal
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor (891);



Dalam Peraturan Daerah Ini, yang dirnaksud dengan:
I. Daeroh adalah KoraBima.
2. Walikota adalah Walikota Bima.
3. Pernerintah Daeroh adalah Walikota sebagai unsur

penyelenggaro pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanRan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

4. Perangkatdaerah adalah unsur pembantu \\falikota dan DPRD
daJam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

5. Air Limb"h Domestik adalah air Iimbah yang berasal dari usaha
dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran,
perniagaan. apartemen dan asrama.

6. Air limbah dornestik non kakus (grey watery adalah air bekas
cucian dapur, mesin cuci dan kamar mandi

7. Air limbah damestik kakus (black wolerj adaJah tinja (faeces).
berporensi mengandung mikroba pathogen dan air seni (urinej.
umumnya mengandung nitrogen dan fosfor. sena
mikroorganisme.

8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang seIanjumya
disingkat SPAI.Oadalah serangkalan kegiatan pengelolaan air
llrnbah dcmestik dalam satu kesatuan dengan sal-ana dan
prasarana pengelolaan air limbah domestlk.

9. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkalan kegiatan dalam
melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan
sarana untuk pelayanan air limbah dcmesuk.

10. Sistem Pengelolaan Air Limbah D<>m.stik Terpusat yang
selanjutnya d••mgkar SPAL[)'T adalah 8'8tem pengelolaan yang
dilakukan dengnn mengalirkan air hmbah domestik dari sumber
secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah
sebelum dlbuang ke badan air permukaan.

11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domesttk Setempal yang
selanjutnya disingkat SPALO-S adAlah ststem pengelolaan yang

dilakukan dengan mm",; ;; \"" ,~OO" d Jokasi

Pasal I

BABI
KETENTUAN UMUM

PERATURAN DAERAH TENTANO PENYELENOOARAAN SISTEM
PENOELOLAAN AIR 1..IMBAHDOMESTIK.

MEMUTUSKAN:

Dengan Perserujuan aersama
DeWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIMA

dan
WALIKOTABIMA

Menetapkan



somber, ynng ""lllI1Jutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan
sarana pengangkul kc Sub-sisrem pengolahan lumpur tinja.

12. tnstalasl Pengolahan Lumpur Tinja yang oclanjutnya disingkat
IPLT ada Ish tnstalasl pengolahan air limbah yang dirancang
hanya menerima dan mengclah lumpur unja y~ng berasal dari
Sub-sistem Pengolahan Serempat.

13. tnstalasi Pengolahan Air l.irnbah Domestik yang selanjutnya
disingkat IPALO adalah bangu oen air yang berfungsi untuk
mengolah air limbah domestik.

14. Layanan Lumpur l'inja TerjadwaJ yang selanjutnya disingkat
L2T2 adalah penycdotan lumpur linje yang cWakukan secara
periodik olch mstansi yang berwenang yang merupakan
program Pemerintah Dacrah.

15. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal yang selanjutnya
disingkat L2T3 adalah penyedotan lumpur rioja alas
pennintaan pelanggan.

16. Baku Mutu Air Limbah Dcmesttk adnlah batao kadar dan
jumlah unsur pcncemar yang terkandung dalam lirnbah cair
untuk dibuang dIU' saiu jenis kegiatan rertenru.

17. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru
atau memperbaiki prasarana dan sarana Iisik yang digunakan
daJam pengelolaan air limbah domesuk

18. Orang adalah seseorang yang mclakukan pengelolaan air
limbah dcmestik, baik secara Individual maupun secara
komuna1.

19. Badan adEllah badan hukum dan/.tau badan usaha
yang melakukan pengclolaan air limbah dornestik, baik secara
individual, secara kornunal maupun $1<oIQkawasan.

20. Operator Air Limbah Dornestik adalah unit yang
melaksanakan operasi dan perneliharaan sarana dan
prasarana air limbah domestik, baik Pemerintah maupun
swasta yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis. Badan
Usaha Milik Oaerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/amu
kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air
limbah dornestik.

21. Badan Usaha MUlk Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMO
adalah badan usaba yang dibentuk untuk melakukan kegiatan
Penyelenggaraan SPALD yang seturuh atau sebagian besar
modalnyn dimilikJ oteh Oaerah.

22. Badan Usaha swasta adalah badan usaha berbadan hukum
yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.

23. Jasa pelayanan adalah jasa pelayanan alas SPALD·T,
penyedotan lumpur rioja, dan pembuangan lumpur rioja ke
IPLT.

24. Uni' Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutn) a disingkat UPTO
adatah unit yang dlbentuk khusus untuk melakukan sebagian
kegiatan Penyclenggaraan SPALD oteh Pemerintah Daerah.



Ruang lingkup Perauiran Daerah ini, meliputi:
a. sistem pengelolaan Air limbah Domeslik;
b. penyeIenggaraan SPALD:
c. tugas dan wewenang Pemerintah Oaerah:
d. hak dan kewajiban;
e, ketembagaan:
f. pcriainnn:
g. peran eerta masyarakatdan swasta;
h. kerja sama:

Pasal 5

BAB II
RUANO LINOKUP

Pengelolaan lIir Limbah Domcstik berruiuan untuk:
a. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien.

berwawaaan lmgkungan dan berkelanjutan;
b. meningkatkan pelayanan Air Lirnbah Dcmestik yang berkualitas;
c. meningkatkan kesehatan rnasyarakat, pertlaku hidup sehat dan

kualitas IIn81,un8"";
d. rnelindu ngl kualitas air baku dari pencemaran Air Lirnbah

Domestik;
e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah

Domestik:
f. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD;

dan
g. mengarur bahwa semua tinja yang disot uu dibuang eli IPLT.

Pasal 4

Peraturan Daerah '01 dimaksudkan sebagal pedoman bagi
penyclenggara SPA~Duntuk memberikan poleyanan pengelolaan Air
Limbah Domestik kepada seluruh masyarakat £II Daerah,

Pasal3

Pengelolaan IIlr Umbah Domeenk berdasarknn pod" osas:
a. tang8ungJAWlIb;
b. keterpaduan:
c. keberlanjutan;
d. keadilan;
e. kehari-hatian:
f. partisipatif:
g. manfaat;
h. kelestanan hngkunganhidup;
I~ perlindunpn sumber air; dan
j. pemisahan peran

Pasal2



(I) SPALO tertliri atas:
a. SPAI..D·S; dan
b. SPALD·T.

(2) Pemilihan SPAl..D sebag,aimann dimaksud pada ayat (I) paling
sedildt harus mempertimbangkan:
Q. rencana tara ruang;
b. kepadatan pcnduduk:
c. caku pan pelayanan:
d. kedalaman muka air tanah;
e. kemiringan tanah:
f. permeebilitae tanah; dan
g. kemampuanpembiayaan.

Pasal8

berkesinambungan dan
fisiko

(2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada nynl (I) meliputi aspek
teknik operasional.

(3) Aspek non flsik sebagairnana dlrnaksud pada ayat (11 meliputi
aspek kelembagaan. keuangan. adrninistraai, peran masyarakat.
danhukum

menyeluruh.
fisik dan non

sistemaris,
antara sistern

secara
terpsdu

dilakukan(I) SPALO

Pasal7

J\ir Limbah Domestik terdiri atas:
I. air Iimbah kakus (black water,: dan
2. air limbah nonkakus (grey uxuer].

Paoo.I6

Bagian Kesatu
SPAI..O

BAB III
SISTe:M PE:NGgLOI..AANAIR LlMBAH OOMIl:STIK

I. pembinaan,
j. kompetensi:
k in."ntif dan dtstnsentu:
I. pernbiayaan;
m. larangan:
n. ketentuan perl)';dikan: dan
o. sanks].



(I) Sub-srstem pengolahan lumpur tmja sebagaJmana dimaksud
dalam Pasa!9 huruf c. merupakan prasarana dan sarana untuk
mcngolah lumpur tinja berupa IPl..T.

(2) IPl..T sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilengkapi dengan
prasarana dan sarana sebagai berikut:

A/ II' ~

Pasal 12

(I) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksUd dalam Pasa!
9 huruI b. merupakan sarana untuk memindahkan lumpur .injn
dan sub-sistem pengolaban setempat ke sub-aistem pengolahan
lumpur tinja.

(2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (I). berupa kendaraan
pengangkui yang dtlengkapi dengan tangki penarnpung dan alat
penyedot lumpur linja.

(3) Sarana sebagaimana dunaksud pada ayar (2), harus dibe'; randa
pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur unja.

Pasat II

(I) Sub-eisrem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam
Pasa! 9 huruf a, merupakan pmsarana dan sarana unruk
mengumpu!kan dan mengolah Atr Limbah Domestik di lokasl
surnber.

(2) Su b-slstcm pengotahan setempar scbagaimana dlmakeud pad"
ayat (I). berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
B. skala individual; dan
b. skala komunal.

(3) Skala individual sebagairnana d imaksud pade ayat (2) huru r a
diperuntukkan I (satu] unit rumah tinggal.

(4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ~al (2) huruf b
diperu nrukkan:
B. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepulub) unit rumah tin88lll

dan/alau bangunan; dan/atau
b. mandi cue; kn kus.

(5) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada
ayat (I) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 10

Komponen SPALD-S sebagarmana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (I)
huruf 8, terdiri atas:
8. sub-slsiem pengolahan setempat;
b. Sub-sistem pengangkutan: dan
c. Subsistempengolahan lumpur tinja.

Pasal9

Bagian KedLIB
SPALD·S



Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dlmaksud dalam PasaJ 8
ayat (1) huruf b, meliputi:
a. skala perkotaandan/atall regional;
b. skala permuklman: dan

PasaJ 14

Bagian Keciga
SPALD·T

(1) Lumpur un)" basil pengalahan di sub-slstem pengalahan
setempat sehagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus disedor,
diangkut, dibuang, dan diolah di IPLT secara berkala dan
terjadwal, paling lama 3 [tiga] tabun sekall.

(2) Air hasil pengoluhan di rPLT yang dibuang ke badan air
permukaan, harus merncnubi baku rnutu Air Limbah Dcmestik
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

a. prasarana utarna: dan
b. prasarane dan sarana pendu kung.

(3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a,
melipun:
a. unit penyaringan seeara rnekanik atau manual;
b. unit ekualisasi;
c. unit pemekatan;
d. uni r s 'abIl18a81;
e. unit pengeringan lumpur; danj'arau
f. unit pemrcsesan lumpur kering.

(41 Prasarana dan sarana pendukung sebagsimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b. melipub:
a. plarfonn (dumping slanon);
b. kantor;
c. gudang dan bengkel kerja;
d. laboratoriurn:
e. tnrrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan opcrasional,

dan jalan mspekei:
f. sumur pantau:
g. fasilIIas air bersih;
b. alai pemeliharaan;
I. pemlatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3):
j pes jaga:
k. pagar pembatas:
l. pipa pembuangan:
m, tanaman penyangga: dan
n. sumber encrgi listrik.

(5) Prasarana don sarana IPL,], sebagaimana dima.ksud pada ayat
(2), harus mendapatkan izin sesual ketcnruan peraturan
perundang-undangan.



(I) Sub-sistem pelayanan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 17
huruf a, merupakan prasarana dan serana untuk
mengumpulkAo dan mengolah Air Limbah Oom.stik dari sumber
melalui perpipaan ke sub-sisrem pengumpulan.

(21 Prasarana dan sarana sebagatmana dimaksud pada ayat (I I.
terdiri atas:
Q. pipa tinja;
b. pipa DOD tinja;
c. bak perangkap Ic:mak dan mmyak dan dapur;
d. pips persiI;
e. bak kontrot; dan
r. lubang Inspekst.

Pasal 18

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud daJnm PRsal 8 ayat (I)
huruf b. terdiri atas:
a. sub-sistern pelayanan;
b. sub-alstem pengumpulan; dan
c. sub-sietem pengolahan terpusat.

Pasol 17

(I) Rumah darr/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan
pelayanan SPAJ..[).. T skala perkotaan atau skala pennukiman
yang "udall terbangun, harus disambungkan dengan SPALO-T
tersebut,

(2) Rumall danj'atau bangunan yang tidak termasuk dalam
cakupan pelayanan SPALO·T skala perkotaan atau skala
permukiman yang sudah terbangun. harue membuat SPALO
sesual persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 16

(I) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 14 huruf a, unruk Ilngkup perkotaan dan/etau
regional dengan mlnimallayanan 20.000 (dua pulub ribu) jiwn.

(2) Cakupan pelayanan akata perrnukiman sebagairnana dimaksud
dalam PRsaI 14 huruf b. untuk IJngkup pennuldtnan dengan
layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

(3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 14 huruf c. untuk kawasan komersial
dBI' bangunan tertentu seperti rurnah susun, bote]. pertokoan.
pusat perbelanjaan. pondok pesantren. perkantoran dan gedung
pemenntahan.

Pasal 15

c. skala kawasan tertentu,



alas:
a. prasarana utama: dan
b. prasarana dan sarana pendukung.

(1J IPALO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 eyat (2), terdin

Pasal21

(I) Sub-srstern pengolaban terpusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf c, merupekan prasarana dan sarana untuk
mengolah Alr Limbah Domestik yo. ng dialirkan dan sumber
melalui sub-slstern pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.

(2) Prasarana dan sarana sub-sistem pengolahan terpusat
scbagaimano. dimaksud pada ayat (I) berupa lPALOmeliputi:
a. IPALO perkotaan unruk cakupan pelayanan skala

pcrkotaan/regional: dan/alall
b. IPALO permukiman untuk cakupan pelayanan skala

permukiman arau skala kawasan tertentu.

Pasal20

(I) Sub-sistem pcngumpulan sebagaimana dimakaud daJam Paw
17 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk
menyalurkan Air Lirnbah Domestik melalui perpipaan dan sub­
sistem pcll\J'anan ke su b-sisrem pengelahan terpusat.

(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayai (J),
tcrdiri atas:
n. pipa rerlkulasi:
b. pipa induk: dan
c. prasarana dan sarana pclengkap.

(3) Prpa retikulas, sebagaimana dimaksud pada '1)18.1(2) huruf a.
terdiri alas:
a. pipe lateral berfungsi sebagru saluran pengumpul Air

Limbah Oomestik dar! sub-stsrem pelayanan ke pipa servls:
dan

b. pipa servis bcrfungsi sebegai saturan pengumpul AU'
Limbah Oomestik dan pipe leteral ke plpa induk.

(4) Pipa induk scbagalmnna dimaksud pada ayat (2) huruf b.
berfungsi untuk mengumpulkan Air limbah dornestik dar! pipa
retikuJasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.

(5) Prasarana dan sarana pelengkap aebegaimena dimaksud pada
ayat (2) huruf c, berfungsl untuk mendukung penyalurnn Air
Limbah Domestik dari sumber ke aub-sistern pengolahan
terpusat, antara lain:
a. lubang kontrol (mollhole);
b. bangunan penggelontor;
c. terminal pemberaihan (clean 0'11);
d. pipa perhntasan (siplloll):dan
e. stasiun pompa.

Pasal 19



Air hasil olahan !PALO yang dibuang ke badan air permukaan
harus rnemenuhi baku muiu Air Limbah Domestik sesual dengan
kerentuan peraturan peru ndang-unda ngan.

Pasal24

Prasarana dan sarana IPALO sebagaimana dimaksud daJam Pasal
21 ayat (1) huruf b, harus mendapatkan izin sesuai ketenruan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam hal prasarana utama pada IPALO sebagaimana dimaksud
dalom Pasal 21 ayat (I) huruf a, tidak dilengkapi bangunan
pengolahan lumpur tinja maka lumpur yang dihasilkan harus
diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan
pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 22

(21 Prasarana UUUna sebagaimana dimaksud pada aya! (I) hurur D,
meliputi:
n, bangunan pengolahan air Iimbah,
b. bangunan pengolAhlln lumpur;
c. peralatan mekanikal dan elektrikal: dan/amu
d. urut pemrosesan lumpur kering.

(3) Prasarana dan sarona pendukung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurur b, meliput!:
8. gedung kantor:
b. laboratorium;
c. gudang dan bengkel kerja:
d. infrasrruktur jalan berupa jaJan masuk, jalan operasiona!

dan jalan inspek,si;
e. sumur pantau;
f. fasilitaa air bersih;
g. ajat pemeliharaan;
h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan KeJja (1<31.
i. pos jaga;
j, pagar pernbatas:
k. pipa pembuangsn:

tanam8n penyangga; dan/alau
m. sumber energi listrik.



(1) Rencana induk sebagaimana dirnaksud dalam PasaJ 26
huruf a, duetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima)
tahun sekall.

(2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disusun
berdasarkan:
a. kebjjakan dan sirategi nasional;
b. rencana tato ruang wilayah;
c. rencana pengelolaan sumber days air: dar)
d. standar pelayanan minimal.

(3) Rencana induk sebagaimanadimaksud pada ayat (2) paling
sedikit rnemuar:
a. rencana umum;
b. standar dan knteria pelayanan:
c. rencana penyelenggaraan SPALO-S dan SPALO-T:
d. indikasl dan sumber pembiayaan:
c. rencana kelembagaan dan sumber dEll'a manusia;
f. renee na legislasi; dan
g. rencana pcmberdayaan masyarakat.

Pasal 27

Perencanaan SPALO sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 2S huruf
a, meliputi:
a. rencana induk,
b. studi kelayakan; dan
c. perencanaan teknlk terperinci,

PasaJ 26

Bagian Kedua
Perencanaan

Penyelenggaraan SPAJ..Omeliputi:
a. perencannart;
b. konstruksi;
c. pengoperasian, pemeliharaan. dan rehabilita8i;
d. pemanlaatan:
e. pengembangan, dan
f pemantaua.n dan evaluasi,

Pasat 25

Bagian Kesatu
Urnurn

BABIV
PENYELENGGARAAN SPALO



(1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 buruf c bertujuan untuk memenuh! syarar
teknis pelaksanaan konstruksi SPALO-Sdan SPALD-T.

Pasal30

(1) Kajlan .ekni. sebagaimana dimaksud dalam PasaI 28 ayat (4)
huruf a. palmg sedikit memuat:
a. rencana leknlk operasional SPALD;
b. keburuhan laban;
c. kebutuhan air dan energi;
d. kebutuha.n prasarana dan sarana;
e. pengoperaslan dan pemelibaraan;
f. umu r teknls; dan
g. kebutuhan surnber daya manusta.

(2) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(4) b. diukur berdasarkan:
a. periode pengembalian pembayaran;
b. nilai keuangan Ion] bersih; dan
c. laju pengembalian keuangan internal,

(3) Kajian ekonoml sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 14)
huruf c, diukur berdasarkan:
a. nisbah has" biaya ekonomi;
b. nila! ekonomi kini bersih; dan
c. laju pengembalian ekonomi internal.

14) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(4) huruf d. berupa studi analisis risiko.

Pasal29

II) Studi kelayaknn aebagairnana dtmaksud dalarn PasaJ26 huru r
b, disusun berdasarkan rencana induk SPAL.D.

(2) Stud; kelayakan berlaku paling lama 5 [lima] tehun.
(3) Studi ketayakan sebagaimana dimaksud pada ayat I)) menjadi

acuan untuk mengetahul tingkat kelayakan usulan
pengemba.ngan SPALD.

14) Srudi ketayakan sebagaimana dimaksud poda ayat (1), disusun
berdasarkan:
a. kajian teknls:
b. kajian keuangan:
c. kajian ekonorni; dan
d. kajlan Hngkungan

Pasal28

14) Rencana mduk sebagaimana dimaksud pada ayal (1) sampai
dengan ..yat 13) disusun secara terpadu dengan ststem
penyediaan nir minum.

(5) Rencana lnduk $PALDditetapkan dengan Peraturan WaJikOta.



a, persiapan konstrukai;
b. pelaksanaan konstrukaf dan
c. tYi cohn sistern..

(1) Tabapan pelaksanaan konstruksi SPALO terdin atas:

Pasal32

Bagian Ketiga
Koostruksi

(I) Dokumen laporan utams sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayai (31huruf a. memuat:
a. perencanaan pola penanganan SPAtO;
b. pereneanaan komponen SPALO:dan
e. pereneanaan kcnsrruksi.

(2) Dokumen lampiran sebagalmana dimaksud dalam Pasal 30 a,yat
(31huruf b. paling sedikit memuat:
a. laporanhasitpenyelidikan tanah:
b. laporan pengukuran kedaJaman muka air ianah:
e. laporan hasil survei topografi:
d. laporan hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah Domestik

clan badan air pennukaan;
e. pcrhitungan desain;
r. perhitungan konstruksl;
8, gambar teknik;
h. spesifikaer teknik:
I. rencana anggaran blaya:
j. perkiraan bieya operasi dan pemeliharaan;
k. dokumen lelang; dan
I. standar eperasional prosedur.

Pasal 31

(2) Perencanaan tckrtilc terinci SPALD 9cbagaiman" dirnaksud pada
ayat (I) merupakan perencanaan detail praearana dan sarana
SPALD.

(31 Perencanaan teknik terinei sebagaimana dimaksud pada a,yal
(II. terdiri atas:
a. doJrumen laporan uiama: dan
b. dokumen lampiran

('I) Perencanaan reknik tennci SPALD-T dilengkapt dengan survei
utilitas dalarn tanah pada rencana teknik terinci subsistem
pengurnpulan,

(5) Pereneanaan teknik terinci SPALO disusun oteh penyeleuggara
SPALD dan diserujui oleb Kepala Perangkat Oaerab yang
membidangi $PALO.

(6) Pcrcncanaan teknik terinci SPALDsebagaimana dimaksud pada
ayal (5) dltakukan dengan mengaeu pada norma, standar.
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



(I) Perneliharaan SPALO rnerupakan kegiQtan perawatan komponen
SPALO secara rutin dan/atau berkala.

(2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
merupakan kegiatan perawatan yang dtlakukan secara ruun
guna menJ8ga usia pakai komponen SPALO tanpa penggantian
peralatan atau suku cadang.

(31 Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (II
merupakan kegiatan perawatan yang dllakukan secara perlodik
guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau
tanpa penggantian peralatan atau suku cadang.

Pasal 36

rangkaian kegiatan
dan SPALO-T sesuai

SPALO merupakan
komponen SPAI.D·S

Pengoperasian
memfungstkan
perencanaan.

PasaJ 35

Bagian Keempat
Pengeperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi

Pelaksanaan konstrukei SPALO sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 dan Pasal 33 dilakukan oleh penyelenggara SPALO sesuai dengan
ketentuan peraruran perundang-undangan.

Pasal 34

(I) Pelaksanaan konstruksi SPALO sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32, harus memperhatikan paling _Ilk it:
9. rencana rnutu kontrak atau kegiatan:
b. ststem manajeman tingkungan;
c. sistem manajemeu keselamatan dan keseharan kena

(SMK3): dan
d. metode konotrul<si berkelanjutan (berwawasan Iingkungan).

Paoal 33

(2) Persiapan konstruksi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)
buruf a, dilakukan seeuei dengan ketentuan peraruran
perundang-undangan.

(3) Pelaksan .... n konerruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
huruf b, meliputi kcgiatan;
a. pekenaan tanah;
b. pekerjaan struktur prasarana Air Lirnbah Domestik;
c. pekerjaan arsitektur prasarana Air Lirnbah Domesrik; dan
d. pekerjaan mekanikal dan elektr'ikal.

(41 Uji coba srstem sebagaimana dimaksud pada ayat (J) huruf c,
dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPAW yang dibangun
agar dapet beroperasi sesual dengan mutu dan fungsinya.



(I) Pcagoperasien. pemelihoraan, dan rehabilitasi mencakup:
a, pengoperaslan, perneliharaan, dan rehobilitasi SPAtO-S. dan
b. pengoperasian, perneliharaan, dan rehabilitasl SPALO-T

(2) Pengoperasien, pernehharaan, dan rehabilitasi SP/\I.O·S
sebagaimana dirnaksud pada ayat (') huruf a, mellputi:
a. sub-sistem pengolahan setempat,
b. sub-sistem pengangkutan; dan
c. sub-siatcm pengotahan lumpur tinja.

(3) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD.T
sebagaimana dimaksud pada ayal (I) huruf b. mcliputi:
ft. eub-sistem pelayanan;
b. sub-sistem pengumpulan; dan
c. sub-sistern pengolaha n terpusat,

Pasal39

(SMK3).
kelja

rehabihtasi
(I) horus

(2) Pelaksanaan pengoperasian, pemellharaan, dan
SPALO sebagaimana dimaksud pada ayat
rnernperhmikan paling sedikit.:
a. sistemmnnajemen lIngkungan; dan
b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan

( I) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALO rnenjad!
tanggung jawab Penyelcnggara SPALO dan dilaksanakan seusai
standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.

Pa",,' 38

(I) Rebabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dopat berfungsi
kembali sesuai dengan perencanaan melalui keglatan perbalkan
fisik atau penggantian sebagian atau keseturuhan peralatan
atau suku cadang.

(2) l'enggantian eebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan jika salah satu komponen dalam unit SPALO
mengaJami penurunan Iungsi teknis dan mernertuken perbaikan
atau penggantian suku cadang.

(3) l'enggantian keseluruban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan jika salah sa tu ataU seluruh unit SPALD menga!ami
pcnurunan rungs; teknis danj'atau sudan rnelebih! umur tekms.

Pasal37

(4) OoJam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pelayanan pengelolaan Air
Umbah Domestik kepada masyaraknt atau pelanggan, tetap
berjalan sebagalmana mestinya.



(J I Pengoperassan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
huruf R. merupakan rangkaian pengoperssmn pada sub-sistern
pengolahan setempat, sub-sistern pengangkutan, dan sub­
ststem pengolahan lumpur tinja.

(21 Perneliharaan SPALD-S sebagalrnana dimakaud dalam Pasal 42
huruf a, mencakup perneliharaan sub-slstem pengolahan

Pasal 43

Paragraf Kedua
Pengoperasian dan Pemeliharaan SPAI.D·S

Pengoperasian dan pemelibaraan SPALD mencakup:
a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD·S; dan
b. pengoperastan dan pemelibaraan SPALD·T.

Pasa142

Paragraf Kesaru
Pengoperasiao dan Perneliharaan SPALD

(1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabllitasi SPALD-T sub­
sistem pelayanao sebagaimana dimakaud daJam PasaJ 39 ayat
(31 huruf a, dilaksanakan oleh indlvidu dan/atau operator
SPALD-T.

(2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabitltas! SPALD-T sub­
sistem pengumpulan dan sub-sistern pengotahan terpusat
sebagaimana dimnksud dalam Pasat 39 nyat (31huruf b dan
huruf c. dllaksanakan oleh operator SPAI,D·T.

Pasa.l41

(1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPAID-S sub­
sistem pengolahan setempat skala individual sebagaimana
dirnaksud cislam PasaJ 39 ayat (2) huruf a. ditaksanakan oleh
individu.

(2) Pengoperaslan. pemeliharaan, dan rehabltttas] SPALD-S sub­
sistem pengolahan setempai skala komunal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a. dilaksanakan oleh
kelompok maayarakaL

(3) Pengoperasian. pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub­
sistem pengangkutan sebagaimana dimak8ud daJam Pasal 39
ayat (2) huruf b. dJlaksanakan oteh operator pengangkutan
lumpur tinja,

(4) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasl SPALD-S sub­
sistern Pengolahan Lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal39 ayet (2) huruf c, dilaksanakan oleh operator IPLT.

PasaJ 40



(II Pengoperasian sub-sistem pengolahan lumpur tmja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (II diJaksanakan di
IPL1'.

(21 Pelaksanaan pengoperasian sub-sistern pengolahan lumpur tinja
di JPLT sebagalmana dimaksud pacta !\yilt (1) meliputi kegiatan;
a. pengumpulan lumpur tinja:
b. penyaringan benda kasar daJam lumpur linja;
c. pemisahan partikel diskrit;
d. pemekatan lumpur rioja;
e. penstabtlan lumpur rioja; dan/afau
t. pengenngan lumpur rioja.

(31 Air hasil pengolahan di IPJ.,T yang dibuang ke badan air
permukaan harus rnemenuhi standar baku mutu Air Limbah
Domestik sesuai dengan kerentuan peraturan perundang­
undangan,

PasaJ 46

(I) Pengoperasian sub-ststem pengangkutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal43 ayat (I) meliputi kegiatan:
a. penyedotan lumpur tlnja;
b. pengangkutan lumpur tinja; dan
c. pembuangan lumpur tinja,

(2) Penyedotan lumpur rioja sebagaimana d.maksud pada ayat (I)
buruf a. harus dHakukan secara berkala paling lama 3 (ligal
tabun sekal! sesuai dengan standar operasionaJ prosedur
pengelolaan lumpur rioja

(31 Pengangkvten lumpur rioja sebagaimana dlmaksud pada ayat
II) hurur b, horus dilakukan dengan menggunakan kendaraan
pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan a1at
penyedot lumpur iinja.

(4) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dlmaksud pada ayat II)
huruf c, haru. dilakukan di TPLT.

PasaJ 45

(I) Pengoperasian sub-sistem pengolahan se tempat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (I). untuk skala individual
dilaksanaknn pada setiap rumah unggal untuk memasrikan
pengolahan secara biologis dapat berlangsu ng.

(2) Pengoperasian sub-sistem pengolahan eetempat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (I), untuk skate komunaJ
diJaksanakan oleb kelompok masyarakat untuk memasukan
pengolahan secera biologis dapat bertangsung,

Pasal44

serempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem
pengolahan lumpur rioja.



wrdJri atas kegiatan:

(I) Pengcperaslan sub-sistem pengotahan terpusat sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 48 ayat (I) yanl! dilakukan di IPALD

Pasal 5 I

Pengoperasian aub-aistem pengumpulan sebagalrnana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (II meliputi kegiatan:
a pengoperaslan jaringan pipa retikulasi dan prpa induk: dan
b. pengoperasian prasarana dan SIlJllJ1apelengkap.

Pasal SO

Pengoperasian sub-sistem pelayanan sebag;limana dimaksud dalam
PasaI 48 ayat (I) rneliput! kegiatan:
a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
b. pengoperaeian bak kontrol akhir; dan
c. pengcperasian lubang inspeksi.

Pasal49

(1) Pengoperasian SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
hurnf b mernpakan rangkaian pengoperasian pada sub-sistem
pelayanan, sub-sistem pengumpulan, dan sub-sietem
pengolahan terpusat.

(2) Perneliharnan SPA~D-T sebagaimana dlmaksud dalam Pasa.l 42
huruf b mencakup pemeliharaan sub-sistem pelayanan, Sub­
sistem pengumpulan, dan sub-sietem pengoiahan terpusat.

Pasal48

Paragrsf Ketign
Pengoperasian dan Pemeltharaan SPALD-T

(I) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (21 dilaksanakan dengan
mencegah masuknya sampan atau benda lain yang dapat
mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki
septik.

(21 Pemeliharaan aub-sistern pengangkutan sebagaimana dimaksud
daJam Pasal 43 ayat (2) dilaksanakan rnelalui pemchharann
sarana pengangkut. peralatan, dan pompa sedot tinja unruk
menjaga kondisinya.

(31 Pemeliharaan sub-sistem pengolahan lumpur tioja sebagaimana
dimaksud daJam Pasal 43 ayat (2) meliputi kegiatan:
a. pengangkatar, sampah, lumpur. dan sedimen;
b. pemelihaman prasarana dan sarana IPLT; dan
c. pemeuharaan peralatan mekanikal elektrikel.

Pasal47



(1) Hasil pengolahan AIr I..imbah Domestik dapat berbentuk:
3. cairan:
b. padntan; dan/ arau
c. gas,

(2) Setlap Orang dapa; memanfaatkan hasil pengolahan Air Limbsh
Domestik.

(3) Pemanfaatan heeil pengolahan Air Umbah Oomestik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d.lakukan sesuai dengan
ketentuan peraruran perundang-undangan.

Pasal55

Bagian Kelirna
Pemanfaatan

PemeUharaan eub-eistem pengolahan eerpusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) meliputi kegiatnn:
a. pemeliharuan bangunan pengolah air IImbah; dan
b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Pasal54

PemeUharaan sub-sistem pengumputan eebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 !\yRI(2) meliputi kegiatan:
a. pemeliharaan plp8 retikulasi; dan
b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal53

Pemeliharaan sub-sistem pelayanan sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (2) meliputi kegiatan:
a. pembersihan bak penangkap lemak;
b. pembersihan bak komrol akhir; dan
c. pemberslhan lubang inspeksi.

Pasal52

a. pengoperasian bangunan pengolahan air Iimbah;
b. pengoperaeian bangunan pengolahan lumpur. dan/atau
c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.

(2) Air hasfl pengotanan di IPALO y-dng dibuang kc badan eir
pennukaan harus memenuhi smndar baku mutu Air Limbah
Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.



(II Pemenmah Oaerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara
menyeluruh terhadep Pecyelenggaraan SPALD.

(21 Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALO baik
(isik mau pun non fisiko

(31 Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil penyelanggaraan SPALD.
(41 Evaluasi harus diJakuk.an seballlli dasar perbaikan dan

peningkatan klncrja SPALD.

Pasal59

Bagian Ketujuh
Pemantauan dan E:valu8sl

Pengembangan SPAI.,O-T sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 56
hurufb, meliputi:
a. pembangunan baru SPALD-T skala permukirnan yang terdir!

dari IPA("Opermukiman. jaringan pengumpul. dan sambungan
rumah.

b. penambahan jaringan pipa pengumpul dan sambungan rumah
(PALOterpueat skala kota dan pennulaman.

c. pembangunan barn instalasi pengotahan air limbah usaha skala
kecil.

Pasal 58

Pengembangan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam PasaI 56
huruf a, melipuu:
a. pembangunan tanglo septik skala individual eli perkotaan:
b. pembangunan langki septik skala kornunal:
c. pengadaan truk tir\ia untuk mendukung l,2T2;
d. pembangunan toilet umum di kawasan strategis pariwisata

nasional;
e. pembangunan rangki 8eptik skala individual untuk perbaikan

unit pengolahan setempat individual dan akses dasar menjadi
akses layak pada lokasi yang telah dlnyatakan sebagai kawasan
Open Defecation Free selama minimal 2 tahun. berdasarkan data
Ssanitasi Total Berbasis Masyarakal;

PasaJ 57

Pengembangan SPAl-D, mencakup:
a. pengernbangan SPALD-S; dan
b. pengernbangan SPAJ.,D-T.

Pa",,1 56

Bagian Keenam
Pengcmbangan

I,



Pemerinlah Daerah bertugas:
a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh dan terintegrasi;
b. membangun dan/atau mengembangkan praaarana dan sarona

SPAl..D;
c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta

pembinaan dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran
rnasyarakat:

d. memfasititaa]. mengembangkan. melaksanakan, dan
mengawasi eebagal upaya pengendalian dalern pengolahan, dan
pemanfaatan SPALO:

e. melakukan koordinasi antar tembagn pemerintah, masyarakat,
swasta dan pengelola SPALD dalam mengopdmalkan
pelaksanaan SPAI.D; dan

f. melaksanakan target pencapaian standar pelayanan minimal
pengelolaan All' Limbah Oomestik.

1'a5al61

Bagian Kesatu
Tugas

BABV
TUOAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

(11 Pemantauan dan evaluasi SPAI..D·Tskata perkotaan dilakukan
oleh Operator Air Umbah Oomestik dengan pembinaan dan
pengawasan dan Pemerintah Daerah.

(21 Pemantauan dan evaluasi SPALO·T skala permukiman dan
skala kawasan tertentu dilakukan oleh Operator Air Limbah
Domestik dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemertrrtah
Daerah.

(3) Operator Air Limbah Domcerik sebagalmana dirnaksud pada
ayat (2) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evatuasi
kepada Pemerintah Daerah secara berkala,

Pasal60

(51 Pemantauan dan evaJuasi SPAID·S sub-sistem pengolahan
setempat dilakukan oleh individu atau kelompok rnasyarakat
dengan pembina.tt.n dan pengawasan dan Pemerintah Daerah.

(6) Pemantauan dan evaJuasi SPALD·S sub-sistem pengangirutan
dan sub- •• stern pengolahan lumpur U'\Ia dilakukan oteh
operator Air Limbah Domestik dengan pembinaan dan
pengawasan elari Pernerintah Daerah,



DaJam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domesuk, masyarakai
berhak untuk:
a. mendapatkan hngkungan yang baik dan sehat dan terbebas dan

pencemaran Air Limbah Domestik;
b. mendapatkan pelayanan daJam pengelolaan Air Limbah

Domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, danj atau pihak
lain yang diben tanggung jawab;

c. rnendapatkan pembmaan pola hidup seha; dan bersih dan
pengelolaan '\If Limbah Domestik yang berwawasan Iingkungan;

d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif
dari kegiatan pengeJolaan Air Limboh Dcmestlk:

e. memperoleh infonnasi tentang kebijnkan dan rencana
pengernbangan pengelolaan Ail'Limb"h Domestik; dan

Pasal63

Bagian Kesatu
Hak

BAB VI
HAl< DAN KEWAJIBAN

Pemerintah Daerah berwenang:
a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD:
b. menyusu n dan menetapkan pcrcncanaan dalam

penyelenggaraan SPA1..D:
c. menetapkan norma, standar. prosedur dan kriteria daJam

pengelolaan Air Limbah Domestik;
d. menetapkan standar pelayanan minimal dalam pengelolaan air

limbah domesnk:
e. melakukan perencanaan. pernbangunan, cperaei dan

pemeliharaan rehabilitasi, dan/ atau pengembangan serta
pengembangan prasarane dan saran a SPALD;

f. membentuk kelembagaan pengelolnan Air Lirnbah Domesuk
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

g. menerbitknn izin dan rekomendasi bagi badan atau operator
yang akan menyelenggarakan SPALD;

h. melakttkan pembinaan dan pengawasan kineIja pengelolaan Air
Limbah Domestik yang dilaksanakan oleb masyarakat,
dan/atau bodnn/operator penyelenggara SPALD;

i. melaksanakan pengembangan kelembagann Air Limbah
Domestik, kelja sarna antar daerah, kemitraan dan jejarmg
tingkat Daerah daJam pengelolaan Air Limboh Dornestik; dan

j. melaksanakan kerja sarna dan kemitraan antar daerah.

Pasal62

Bagian Kedul\
Wewenang



(I) Penyelenggllraan SPALD dilakukan oleh:
Q. Dines ynng menyelenggarakan pengelolaan Air Limbah

Oomestik;
b. SUMD. dan
c. Badan Usaha Swasta.

(21 Dina. yang menyelenggarakan SPACD sebagaimana dimaksud
datam ayar P) huruf a, dapat mernbentuk Operator Air Lirnbah
Domesuk yang berbentuk UPTD.,/ V\

Pasal66

BAB VII
KEI.EMBAOAAN

(I) Setiap usaha dan/atau kcgiatan yang menghasilkan Air Limbah
Oomestik "'!\jib mengelola air limbah domeatik yang dihasilkan
melalui SPALD·S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis
yang berlaku.

(2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengnasilkan Air Limbah
Domestik scbagai.rnana dimaksud pads ayat (1). wajib
merneriksa efluen haail pengolahan SPALD·S dan SPALD·T
kadar parameter baku mutu Air Limbah Domestik secara
peJiodik sesuai dengan ketenruan peraturan perundang·
undangan.

(3) Hasil pemeriksaan baku muru Air Limbab Domesuk
scbagalmana dimaksud pads ayal (2) disampalkan kepada
Walikol8 melalul Dina. yang rnenyelenggarakan urusan di
bidang Iingkungan hidup secara periodiJc sesuai dengan
ketentuan peratumn perundang-undangan.

Pasal65

Setiap Orang dalam penyelenggaraan SPALD wajib:
a. mengelola Air Limbeh Domestik yang dihasilkan melalui SPALD·

S atau SPALD·T sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
b. membuat tangki septik sebagai tempar mengelola Air Limbah

Oomestik skala individual sesuai dengan Standar Nasional
Indonesia;

c. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja di IPLT
secara berkala dan terjadwal min imal sekali daJam 3 tahun bagi
yang menggunakan SPALD·S skala individual dan SPALD·T
skala permukiman, ekala kawasan tertentu; dan

d. membayar jasa pelayanan SPALD·S dan SPALD·T.

Pasal64

Bagian Kedua
Kewajiban

L terlibat dalam penyelenggaraan SPALD.



Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan olch Badan Usaha Swasta
sebagaimana dimnksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf C;, memiliki
tug". dan tanggung jawab :
a. sebagai mlrra dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana

pengelolaan "ir Llmbah Domestik;

/J~

PasaJ 69

Penyelengaraan SPALD yang dilakukan oleh BUMD sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (I) huruf b, memiliki tugas dan
tanggung jawab :
a. penyusunan reneana strategis BUMD;
b. perencanaan program dan kegjatan ketatausahaan BUMD;
c. peiaksanaan kegiatan pelayanan Pengelolaan Air Limbah

Domestlk SPAt-D·S dan SPALl)..T;
d. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian BU~fD;
e. pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana

pengelolaan Air Limbah Domestik;
r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan SUMD;
g. penyu sunan laporan peiaksanaan kerjn dun keuangan BUMD;
h. pelaksanaan kelja sarna pengelolaan "ir L.hnbah Domeatik:
i. pelaksanaan penarikan retrlbusi pelayanan pengelolaan Air

Umbah Domestik.

PasaJ 68

Penyelengaraan SI'ALD yang dilaku kan oleh dina. yang
menyelenggarakan pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 66 ayat (I) huruf 8, memilikl tugas dan
tanggung jawab:
a. penyusunan rencena strategis UPTD;
b. perencanaan program dan kegiatan ketatausahaan UPTO;
c. pelaksanaan kcgiatan pelayanan pengelolaan Air Limbah

Domestik SPALD-S dan SPAt-D·T;
d. pelaksanaan admmistrasi umum dan kepegawaian UPTD;
e. pengoperaslan dan perneliharaan saran a dan prasarana

pengetolaan Air Limbah Domestik;
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD:
g. penyusunan laporan pelaksanaan kerja unD;
h. pelaksanaan kerjasama pengeiolaan Air Llmbah Domestik;
t. pelaksanaan penarikan retribusl pelayansn pengelolaan Air

Limbah Domestlk; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal67

(3) UP'fD sebaglUmll1lo dimaksud pad" ayat (2) dapat menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Lllyanan Umum Daerah.

(4) Ketentuan pembenrukan UPTO sebagaimana dirnaksud pada
ayat (2) akan diatur Icbih lanjut dalam Peraruran warrkota.



(I] Peran masyerakat daJam pengelolaan Air Limbah Domestik
dapat secere Individual maupun kelompok swadaya masyarakat
atau sebutan lain yang sejenis.

(2) Peran maa)'arakst dalam pengelotaan Air Llmbah Domestik
sistem setempat individu dan komunal sebegai berikut:
a. melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuar

dengan norma, standar, presedur. dan kriteria yang
berlaku;

b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di
lokaai;

Pasal72

Bagian Kesaru
Peran Masyarakat

BAB IX
PERANSERTA MASYARAKATDANSWASTA

(I) Selain Itln sebagaimana dimaksud dalam PasaI 70 ayat (I),
Penyelenggaraan SPi\[,D wajib mendapat persetujuan
lingkungan,

(2) Tata cara penerbitan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal71

(1) Pcnyelenggaraan SPALD sebagaimana dimakaud dalam Pasal 66
ayat (I) hu rur c. wajib memiliki izin dari wattkota.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (I). harus memenuhi
ketenruan tekn is dan administratif

(3) Pembangunan tangkl septik menjadl baglan terintegrasi dalarn
pengurusan Persetujuan Bangunan Oedung.

(4) Ketentuan mengenai tata cam memperolch izin sebagaimana
dimaksud pads ayat (1) diatur dalam PemUlTan Walikota.

Pasal70

BAB VIU
PERIZINAN

b. sebag$1 mnra kerja sama daJam penyediaan kendaraan sedot
tinja untuk pelayanan jasa penyelenggaraan Air Limbah
domestic;

c. sebagai pelaku usaha sedot tinia dan pengetotaan IP!'T;
d. investor dalam pembangunan prasamna dan sarana yang

dlperlukan dalam pengelolaan Air Limbnh Domestik; dan
e. sebagai mitl'fl dalam menscelatieastkan dan promost

penyetenggaraan Air Limbah Domestik kepada masyarakat;



(1) DaJam pengelolnan AIr Limbah Domesuk, Pemerintab Daerah
dapat melaku kan kerja sama nengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.

Pasal74

BABX
KERJASAMA

(I) Peran swasta dalam pengeiolaan Air Umbah Domestik dapat
langsung sebagai pelaku usaha pengelolaan Air ["imbAh
Domestik maupun tidak langsung dalam bentuk tanggungjawab
sosial perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.

(2) Bentuk peran swasta daJam pcngelolaan Air Limbah Domestik
sebagai berikut:
a. mitra Pemerintah Daerah dulam pernbangunan Iisik

prasarana dan sarana pengelolaan Air L.imbab Domestik;
b. mitra PemerinUlh Daerah kerja sama daJam penyediaan

kendaraan eedot tinja uotuk pelayanan jasa sedot tinja
dan pengelolaan IP["T;

c. investas! deism pembangunan prasarana dan sarana yang
diperlukan dalam pengeloJaan Air L.mbnh Domestik; dan

d. mitre PemerinUlh Daerah dalam mensosiaJisasikan dan
promosi yang berkaitan dengan pengetolaan Air Limbah
Dcmestlk kcpada masyarakat: dan

e. menyiapkan clan rnengembangkan sistem teknologi
informas].

PasaI73

Bagian Kedua
Peran Swasta

c. memberiknn usul, pertimbangan, dan saran kepada
kelompok masyarakat pengelola AIr Limbah Domestik
komunal. dan

d. mengawasi kineJja kelornpok mssyarakat pengelola Air
Limbah Domestik komunal,

(3) Peran masynrakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik
sistem terpusat sebagai berikut:
a. melakukan pcngelolaan Air Limbah Domestik sesuai Norma.

Slandor. Prosedur, dan Kriteria (NSPK)yang berlaku;
b. member! dukungan sesuai dengan poiens! kebutuhan di

daerah;
c. memberikan usul. pertimbangan dan saran kepada

PemerinUlh Daerab atau pengelola Air Limbah Domesuk
yang mendapat izln; dan

d. mengawasl kinerja Pemerintah Daerah dan pengelola
dalam pengelolaan Air Lirnbah Domesuk,



(1) Setiap Orang yang bertugas dalam penyelenggaraan SPALD
harus memiliks sertifikat kompetensi ieknis.

Pasa)77

BAS XII
KOMPE1"ENSI

(1) Pemerintah Daerah melalrukan pembinaan penyelenggaraan
SPALD melalui kegiatan:
a. pendidikan dan pelatiban;
b. penelitian dan pengembangan; dan
c. soslallsasi.

(2) Pembina a n penyelenggaraan SPAI.D sebngaimana dirnaksud
pada aya! (I), dilaksanakan oleh dlnas yang menyelenggarakan
urusan di bidang penge!olaan Air Limbah Domestik.

Pasa! 76

BABXI
PEMBINAAN

(1) KeJjn samu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dituangkan
dalam sebuah pcrjanjian kerja sarna.

(2) Objek kerja sama scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat
rnencakup:
a. penyediaan barang dan jasa konsultan;
b. pernbangunan infra struktur prosarana. sarana dan

rehabilit8ai;
c. pernbiayaan pengoperasian dan pemeliharoan:
d. pengelolaan seder tinja, pengangkutan dan/atau pengolahan

lumpur tiojn;
e. pengelolaan Air Limbah Domestik pada kawasan yang dilalui

dan lerla,l'ani oleh sistem terpusat:
f. peningkntan manajemen dan kelembagaan pengelola air

limbah terpusat:
g. peningkatan kapasitas masyarakat daJam pengclolaan Air

Urnbah Oomestik; danfatau
h. penggunaan/pemanfaatan aset.

(3) Tala cara petaksenaen keJja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (I) dan aynt (21 dilaksanakan eesuat ketentuan peraruran
perundang-undangan.

Pasal75

pada ayat (1)
akuntabilitas dan

(2) Ketja sama sebagaimana dimaksud
berdasarkan pnnsip transparansi,
mengutamakan kcpcntingan rnasyarnkat.



Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah dopol diberikan kewenangan untuk melaksanakan
penyidikan terhadap pelanggaran ketenruan dalam Peraturan
Daemh mr.

Pasal83

BABXVI
KETENTUAN PENYIOIKAN

Setiap Orang atau Bodan dilarang;
a. membuang lumpur tinja selain pada sub-slstem pengolahan

lumpur tinja;
b. melakukan penyarnbungan ke dalam janngan Air Limbah

Domestik tcrpusat tanpa izin;
c. rnenyalurkan air hujan ke daJam jaringan ,'ir Llrnbah Dornesrik

terpusat atau mstalasi pengolahan Air Limbah Domestik
seternpat:

d. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya
yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah
menyala Al9U meletus yang akan menimbulkan bahaya atau
kerusakan janngan Air Limbah Domestik terpusar atau insta1aSl
pengolahan Air Limbah Domestik setempau

e. membuang air Umbah rnedis, Iimbah industri ke jaringan Air
Llrnbah Domestlk rerpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah
Domestik seternpat:

r. menambah atau merubah bangunan jarlngan air limbah
terpusst tanpa izin:

g. mendirikan bangunan di alas jaringan air limbah terpusat tanpa
izin,

h. menyalurkan air Jimbah yang mengandung bahan dengan
kadar yang dapat mengganggu dan merusaJc sistem air Umbah
terpusat,

PasaJ82

BABXV
LARANGAN

(2) Pembiayaan SPALD-T berasal dari masyarskat, APBD. subsidi
dati Pemerimah dan/atau Pemerintah Provinsi. eerta sumber
lain yang sah,

(3) Pembieyeen sebegaimena dimaksud pada eynl (I, dan ayat (2,
sesuai ketentunn peraturan perundang-undangan.



(I) Pembiayaan yang berasaJ dan APBDdan/AtAu sumber lain yang
sah melipuri-
a, pemblayaan SPALD-Ssub-sistem pengolaban scternpat skala

individual dan komunal dl kawasan masyarakat
berpenghasilan rendah;

b. pernblayaan SI>ALD-Ssub-sistem pengangku ian: dan
c. pcmbiayaan SPALD-Ssub-sistem pcngolahan lumpur tinja.

PasaJ 81

BABXlV
PEMBIAYAAN

Kerentuan lebih lanjut tentang pembenan insentif dan dilrinsentif
scbagaimana dimaksud dalam PasaJ 78 dan Pasal 79 diatur dalam
Keputusan Kepala Dinas yang menyelengatakan urusan di bidang
pengelolaan Air Ltmbah Oomestik.

PasaJ 80

(1) Pemcrintah Daerah mcmbcrikan drslnsentff kepada lembaga,
Badan, pelaku usaha dan/atau perorangan yang tidak
melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan Air Limbah
Oomestlk,

(2) Oisinsentif kepada lembaga, Badan, pelaku usaha dan/atau
perorangnn dapat berupa:
a penghenttan subsidi; dan/atAu
b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

PasaJ 79

(1) Pemenntah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga,
Badan, pelaku ueaha dan/atau perorangan )ang melakukan
praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Alr Lirnbah
Domestik.

(2) Insennf sebagaimana dunaksud pada ayat (I) dapat berupa:
a, pembertan pengnargaan: danj'atau
b. pemberian subsidi.

PasaJ 78

BABXHI
INSENTIF DAN DISINSENTI F'

(2) Sertifikat kompelensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(II dikeluarkan olch lembaga yang IUgas dan fungsinya di
bidang ""rtlfikasi profesi.

(31 Ketenlllan mengenas sertifikar kompetensl teknls scbagaimana
dimaksud pada ayat !1) dan ayar (2) seeual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,



lzin pengelolaan limbah dan izin pengangkutan limbah yang telah
diterbitkan sebeluru berlakunya Peraruran Daerah ini, masih
tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal86

BABXVrn
KETENTUAN PE:RALIHAN

(1) Setiap Orang atau Badan yang rnelanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam rasa! 82, diancam pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran .

Pasa! 85

Bagian Kedua
Ketentuan Pidana

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65, Pasal 70 ayat (I), dan Pasal 71 ayat (1),
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran terrulis;
c. penghentian sementara keglatan:
d. penghentian tetap kcgiatan:
e. pencabutan sementara izin;
f. pencabutan tetap izin; atau
g. denda administratif.

(2) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan wejib
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dapat dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. teguran lisan:
b. teguran tertulis: atau
c. denda administratif,

(3) Ketentuan lebih taniut tentang lata cara dan tahapan penerapan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (J) dan
ayat (2) diatur dalarn Peraturan Walikota.

Pasal 84

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

BABXVn
SANKSI



Pasal 16
Cukup jelas.

Pa$lll 15
Cukup jelas.

Pa$lll 14
Cukup jelas

Pasa! 13
Cukup jeLas.

Pasa! 12
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Ayar (5)
Pengolahan biologis adalah pengolahan air limbah dengan
rnemanfaatkan mikroorganisme. MikroorganiSlne
dimanfaatkan untuk menguraikan bahan-bahan organik yang
terkandung dalam air limbah menjadi bahan yang lebih
sederhana dan tidak' berbahaya. Pemakaian mikroorganisme
disebabkan karena mikroorganisrne rnemiliki enzim, enzim
inilah yang berfungsi untuk menguraikan bahan organik
tersebut.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cu kupjelas.

Pasal l()
Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Passl7
Cukup [etas.

Pasal6
Cukup jelas.

Pasa!S
Cukup jelas.



Pasa! 35
Cukup jelas.

Pasal34
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas,

Pasal31
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukupjelas.

Passl29
Cukup jela&.

Pasal 28
Cukup jeLas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal27
Cukup jelas.

PasaJ 25
Cukup jelas.

Pasal24
Cukup jela •.

Pasa!23
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukupjelas.

PasaJ 21
Cukup jelss.

Pasal20
Cukup jelas.

Pasal L9
Cukup jeLas.

PasaJ L8
Cukup jela •.

Pasa! 17
Cukup jelas.



PasaJ 54
Cukup jelas.

PasaJ 53
Cukup jelas,

PasaJ 52
Cukup jelas.

PasaJ 51
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal49
Cukup jetas.

PasaJ 48
Cukup jelas.

PasaJ 47
Cukup jcla •.

PasaJ 46
Cu kup jela s.

Pasal4S
Cukup Jelas.

Pasal44
Cukup jelas.

Pasal4J
Cukup jela~.

Pasal 42
Cukup jetas.

Pasal41
Cukup [elas.

PasaJ 39
Cukupjelas.

Pasal40
Cukup [elas.

Pasal 38
Cukupjelas.

Pasal37
Cukup jelua.

Pasal36
Cukup [etas.



NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT:

( 3 /20221

LElltlBARAN DAERAJi KOTA SIMA TAHUN 2022 NOMOR 141

SE:KRETARIS DAERAH KOTA SIMA,

Diundangkan di Kola Sima
pada tanggal '5 F¬ b,ttar1 2022

MUl-iAMMAD LUTPI

Ditetapkan di KOla Sima
pada tanggal 3 fw,ua..-" 2022

/WALII(OTA SIMA, ¥

1/

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan
Peraturan Daerah irii dengan penempatannya dalam Lernbaran
Daerah Kota Sima.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 89

Peraruran pelaksanaan Peraruran Daerah in; harus ditetapkan
paling lama I (satu) tabun terhitung sejak Peraturan Daerah ini
diundangkan.

Pasal88

BABXlX
KE:TE:NTUANPE:NUTUP

Dalam hal terjad! perubehan nomcnklatur organisasi sebagal aktbar
perubahan peraruran perundang-undangan yang lebih tinggi, maka
kewenangan petaksanaan dari Peraturan Daerab ini tetap melekat
pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan
rungsinya.

Pasal87



Hurufc
Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa
seuap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap
generasi mendatang dan lerhadap sesamanya dalam saw

Hurufb
Yang dimaksud dengan "asas kctcrpaduan" adalah bahwa
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan
dengan mernadukan berbagai unsur atau mensinergikan
berbagai komponen terkait.

Pasal2
Hurufa

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah bahwa
pemerintah daerah menjamin bak warga atas lingkungan hidu p
yang baik dan sehat.

Pasal I
CUkup jetas.

II. PASALOEM! PASAL

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak
asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 'Tahun 1945.
Lingkungan hidup perlu diupayakan dan dilindungi dari kemungkinan
tetjadinya peneemaran. Unsur pencemaran dapat berasal dan berbagai
sumber peneemar, salah satunya adalah air limbah domesuk yang berasal
dan usaha danj'atau kegiatan permukiman, rurnah makan, perkantoran,
perniagaan, lembaga-Lembaga pendidikan seperti pondok pesantren dan
asrama. Air llmbah dornestik yang tidak dikelola dengan baik dapat
mencemeri badan air dan penyakit yang ditularkan dan air yang pada
akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyerekat dan
menimbulkan kerusakan lingkungan baik sekala keeil maupun luas.

Pemerintah Oaerah memilild kewenangan untuk mengatur urusan
dibidang air lirnbah. khususnya terkait pcngelolaan dan pengembangan
sistern air Jimbab domestik yang merupakan bagian dad urusao konku.ren
Pernerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dasar rersebut di alas,
maka perlu ada peraturan daerah yang mengatur len tang Sistern
Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diolah melaLui eistem pengelolaan
air Iimbah domcstik setcmpar dan Sistem terpusat. Dengan berlakunya
peraturan daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat,
masyarakat produktif melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia
usaha dan peran serta masyarakat dalam melestarikan Iingkungan hidup
melalui pengelotaan air limbah domestik.

PENYELENGOARAANSISl'E:M PE:NGELOLAANALRLlMBAHDOMESTIK

I. UMUM

TENTANG

PENJEL~S"N
ATAS

PERATURAI'IDAERN-l KOTABIMA
NOMOR ;z. TAHUN 2022



Pasal4
Cukup jelas,

Passl3
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "asas pemisahan peran" adatah bahwa
pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan dengan
memisahkao antara peran Pemerintah Daerah sebagai
regulator dengan peran lembaga pengelola yang ditunjuk
sebagai operator.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "asas perlindungan surnber air" adalah
bahwa merawat dan melindungi sumber air dan prasarana
sumber daya air yang ditujukan untuk rnenjarnin kelestarian
fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

Hurufh
Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup"
adalab bahwa eenap orang waJib melakukan upaya pelestarian
daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan
hidup.

HuruJ g
Yang dirnaksud dengan "asas rnanfaat" adalan bahwe segala
usaha dana tau kegiatan pengeloJaan limbah domestik yang
dilaksanakan disesuaiakan dengan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup untuk peningkaan kesejahteraan
rnasyarakat dan harkat manusia,

Huruff
Yang dimaksud dengan asas "partisipatif" adalah bahwa setip
anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam
proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan
dan pengelolaao lingkungao hidup baik seeara langsung
maupun tidak langsung.

Hurufe
Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa
ketidakpastian mengenai darnpak suatu usaha dan atau
kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuao
dan tcknologi bukan merupakan alasan untuk menunda
langkah-Iangkah meminimalisasi ala menghlndari ancarnan
terhadap pencernaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "asae keadilan' adalah bahwa materi
muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan
secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas
daerah, lintas generasi, maupun jjnlas gender.

generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung
ekosistem dan memperbaiki kuahtas Iingkungan hidup.



Pasal73
Cukupjelas.

Pasal72
Cukup jela8.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasa170
Cukupjelas.

Pasal69
Cukup jela •.

Pasal68
Cukup Ictas.

Pasal67
Cukupjelas.

Pasal66
Cukup jela8.

Pasal65
Cuku p jelas.

Pasal64
Cukup jelas.

Pasal63
Cukupjelas.

Pasal62
Cukup jelas.

Pasal61
Cukupjelas.

Pasa160
Cukup lelas.

Pasal 59
Cuku p [elas.

Pasal 58
Cukupjela s,

Pasal57
Cukup jelae.

Pasal 56
Cukup [clas.

Pasal SS
Cukup jela8.
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Paoal 69
Cukup jelas.

Pasal88
Cukup jelas.

Paw 87
Cukup jelas.

Pasnl86
Cukup jelas.

Pnsal85
Cukupjelas.

Pasnl 84
Cul(Upjelaa,

PasaI 83
Cukupjelas.

Pasal82
Cuku p jelae.

Pasal8J
Cukup jelas.

Pasa) 80
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pnsal78
Cukupjcias.

Paw 77
Cukupjelas.

PASIll76
Cukup jelas.

PAsaI 7:'
Cukup jelas,

PA""I 74
Cukup jelas.
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